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ABSTRACT:Inclusive education is defined as the incorporation of special education and regular 
education within a unified education system. Through inclusive education of students with special needs 
can be socialized and integrated with other learners peers in regular schools. Then in order to obtain the 
success of inclusive educational goals required a good management system and organized. The purpose 
of this study was to describe the management of inclusive education in SMKN 8 Surabaya. This research 
uses descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques obtained through 
interview, observation and documentation. In the data analysis techniques used include condensation 
steps, data presentation, and conclusion and verification. The conclusion of this study were: 1) the 
management of learners in receipt of learners with special needs in all types of disabilities but still 
consider his ability as well as the identification and assessment to determine the initial ability of learners 
with special needs, 2) management of curriculum on inclusive education using the Curriculum 2013 
modified, 3) management of teachers and do not have to have any special requirements in dealing with 
learners with special needs, 4) management classes and learning to use the form of regular classes full 
and pull out on certain days only, 5) management of facilities and infrastructure has not yet held a study 
related to the procurement of equipment and media for learners with special needs, 6) management of 
funding coming from the government, parents and the community, 7) management of community relations 
with the school established by the stakeholders who participated. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah 
konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan 
khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca 
dan menulis. Konsep pendidikan inklusif merupakan 
konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan 
aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam 
menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh 
hak dasar mereka sebagai warga negara. Menurut O’Neil 
(dalam Ilahi, 2013: 27) pendidikan inklusif sebagai 
sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua 
anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di 
kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Pada PIFS 
atau Pasific Island Forum Secretariat (dalam Susie, 
Donna, Laisiasa, 2014) menyatakan: 
“The PDEF (Pacific Education Development 
Framework) defines inclusive education in term 
which are familiar from the international 
literature and UN (United Nations) framework, 
claiming that it will address ‘the learning needs of 
all children, youth and adults with a specific focus 
on those who are vulnerable to marginalization 
and exclusion”. 
Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa 
pendidikan inklusif dalam ketentuan yang lebih akrab 
dari literatur internasional dan Persatuan Negara-negara, 
mengklaim bahwa pendidikan inklusif membahas 
kebutuhan belajar semua anak, remaja dan orang dewasa 
dengan fokus khusus pada mereka yang rentan terhadap 
marginalisasi dan eksklusi.  
Lebih lanjut konvensi internasional tentang hak-
hak penyandang disabilitas (Convention on the Right of 
Persons with Disabilities) telah ditandatangani oleh 147 
negara termasuk Indonesia (dalam Praptono, Budiyanto, 
Sujarwanto, Yusuf, Supena, Harnoto, dan Sayekti, 2012: 
1). Kemudian Convention on the Rights of Person with 
Disabilities and Optional Protocol disahkan pada Maret 
2007. Pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa 
setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan 
sistem pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan. 
Dengan demikian salah satu tujuan diselenggarakannya 
pendidikan inklusif adalah untuk mendorong anak-anak 
yang masuk dalam kategori disabilitas untuk 
berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat 
(Suyanto & Mudjito, 2012: 55). 
Kategori disabilitas dikemukakan oleh IDEA (The 
Individual with Disabilities Education Act) (Osborne 
dalam Mudjito, Harizal, Elfindri, 2012: 5) adalah: 
pertama, kategori dimana anak-anak masuk dalam 
persoalan yang terkait dengan tidak normalnya anak-anak 
tumbuh dan berkembang. Dapat dinilai dari berbagai 
unsur terkait keberfungsian organ tubuh, seperti mata, 
telinga, mental, dan kemampuan berbicara. Kedua adalah 
anak-anak yang masuk dalam kategori bukanlah memiliki 
tanda-tanda fisik seperti pada kategori pertama. 
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Melainkan mereka lahir dan besar secara normal baik 
fisik maupun mental. Namun bermasalah dari 
kesempatan pendidikan yang mereka peroleh. Ini 
disebabkan karena kondisi geografis; diantaranya tempat 
tinggal yang jauh atau tidak layak, serta berasal dari 
keluarga miskin. Maka anak –anak dalam kategori 
tersebut perlu mendapat layanan pendidikan khusus yang 
tercakup dalam pendidikan inklusif, selanjutnya disebut 
sebagai anak inklusif.  
Pendidikan inklusif telah dijamin oleh UUD 1945 
RI, pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: Setiap warga negara 
berhak mendapat pendidikan. Hal ini kembali diperkuat 
dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 
1 yang berbunyi: “pendidikan inklusif bertujuan untuk 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 
semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya”. Pasal tersebut memberikan terobosan 
tentang bentuk pelayanan pendidikan bagi ABK berupa 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
Dalam kancah hukum Indonesia hak memperoleh 
belajar tertuang pula dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, 
ayat 1 s.d 4 telah menegaskan bahwa: 1) Setiap warga 
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu; 2) Warga negara yang 
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; 
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang 
serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
pendidikan layanan khusus; 4) Warga negara yang 
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 
memperoleh pendidikan khusus. 
Searah dengan perkembangan pendidikan baik di 
luar dan di dalam negeri, pada tahun 2003 Dirjen 
Dikdasmen menerbitkan SE. no 380/C.C6/MN/2003 
tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif yang 
menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan 
pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota sekurang-
kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, 
SMA dan SMK (Suyanto & Mudjito, 2012: 55). 
Pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan 
khusus memang telah didukung secara undang-undang, 
namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara 
maksimal. Pusdatin Kementerian Sosial RI 2012 (dalam 
Kurniasih (Ed.), 2014) menyatakan terkait situasi peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan di 
Indonesia yakni SD sebanyak 386.752 jiwa, SLTP 
sebanyak 91. 196 jiwa dan SLTA sebanyak 64. 773 jiwa. 
Data tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi 
jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat 
partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan 
demikian mayoritas orang dengan berkebutuhan khusus 
adalah dengan kualitas pendidikan rendah.  
Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS, 2012) (dalam 
ILO, 2014) menyatakan lebih dari 40% peserta didik 
berkebutuhan khusus tidak bersekolah. Dari jumlah ini, 
sekitar 35% tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 48% 
tinggal di daerah pedesaan. Ini artinya masih terdapat 
peserta didik berkebutuhan khusus yang masih 
tereksklusi, termarginalisasi, dan terabaikan 
pendidikannya. Dengan demikian perlu adanya program 
pendidikan yang mampu mencakup kebutuhan 
pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus, salah 
satunya dengan melalui pendidikan inklusif. 
Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia 
telah marak dilaksanakan. Sebagaimana penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Jawa Timur khususnya kota 
Surabaya telah didukung dengan dikeluarkannya 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi 
Jawa Timur (selanjutnya disebut Pergub Jatim Nomor 6 
Tahun 2011) tercantum pada pasal 2 tentang tujuan 
pendidikan inklusif yaitu:  
a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 
semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya. 
b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 
menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif 
bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
Di Surabaya  jumlah sekolah inklusif pada jenjang 
SMK tidaklah banyak. Dalam daftar sekolah inklusif 
PPDB 2016 Surabaya hanya terdapat 2 SMK (Sekolah 
Menengah Kejuruan)  Negeri yang melayani program 
pendidikan inklusif yakni SMK Negeri 8 Surabaya dan 
SMK Negeri 4 Surabaya, seiring berjalannya waktu 
dipastikan jumlah SMK inklusif yang dibutuhkan di 
Surabaya akan meningkat sejalan dengan bertambahnya 
jumlah anak berkebutuhan khusus.  Ditambah dengan 
pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam 
acara “Apresiasi Siswa Inklusi Surabaya” pada 
peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kebun Bibit 
Jalan Ngagel, Sabtu (6/12/2014) untuk tidak menolak 
anak-anak inklusif. Bersama Dinas Pendidikan pihaknya 
berkoordinasi terkait anak-anak berkebutuhan khusus 
agar bisa mengenyam pendidikan setara dengan siswa 
reguler (news.detik.com). 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan 
salah satu jenjang pendidikan menengah dengan 
kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap 
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bekerja atau mandiri. Pernyataan ini sebangun dengan isi 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 
Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”.  
Keunggulan untuk memasukkan anak 
berkebutuhan khusus ke SMK juga dikemukakan oleh 
Bapak Basuki selaku manajer pendidikan inklusif SMK 
Negeri 8 Surabaya, yakni untuk mengembangkan potensi 
dan membekali peserta didik berkebutuhan khusus dalam 
menumbuhkan jiwa yang mandiri. Dijelaskan pula bahwa 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pada tahun pelajaran 
2012-2013 menunjuk SMK Negeri 8 Surabaya sebagai 
sekolah inklusi . Kemudian SMK Negeri 4 Surabaya baru 
ditunjuk menjadi sekolah inklusi pada tahun pelajaran 
2013-2014. Ditambah dengan adanya pernyataan dari 
Walikota Surabaya secara langsung untuk menerima 
peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, 
maka dengan begitu akan lebih banyak lagi sekolah 
reguler yang harus melaksanakan program pendidikan 
inklusif. Banyaknya persiapan dalam merealisasikan 
pendidikan inklusif serta kemungkinan akan terjadinya 
permasalahan dalam pelaksanaannya maka perlu adanya 
sekolah inklusif yang bisa dijadikan model bagi sekolah-
sekolah menengah kejuruan yang baru saja menjalankan 
program pendidikan inklusif.  
Dari hasil studi pendahuluan pada beberapa SMK 
Negeri di Surabaya, menunjukkan bahwa SMK Negeri 8 
Surabaya merupakan sekolah yang paling sesuai untuk 
dijadikan sebagai model, sebab memiliki komponen 
penyelenggara pendidikan inklusif yang terbilang 
lengkap dibandingkan dengan SMK yang lain. Terdapat 
koordinator inklusif, guru pendamping khusus (GPK), 
psikolog, dan peserta didik berkebutuhan khusus. Lebih 
lanjut SMK Negeri 8 Surabaya merupakan sekolah yang 
pertama ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Dan pastinya 
memiliki kelebihan beserta kesiapan terlebih dahulu 
dalam melakukan program layanan pendidikan inklusif.  
Mengingat banyaknya persiapan-persiapan yang harus 
dilengkapi demi kelancaran program layanan pendidikan 
inklusif di SMK. Ditambah terdapat guru berprestasi di 
SMK Negeri 8 Surabaya, Trima Wahyu Mulyo Basuki 
yang berhasil memperoleh juara 1 dalam ajang Lomba 
Guru Berprestasi Untuk Pengembangan Sekolah Inklusif 
Tahun 2016. Serta turut dalam program Australia 
Leadership Awards Fellowship (ALAF) berupa pelatihan 
terkait pendidikan inklusif di Universitas Teknologi 
Queensland Australia (QUT) yang diadakan oleh 
Pemerintah Propinsi Jawa Timur bagi para guru yang 
telah lolos seleksi. Selain itu terlihat pada pergaulan 
antara siswa inklusi dan siswa reguler yang membaur, 
dimana hal tersebut merupakan indikasi dari masa 
orientasi sekolah yang pada saat itu siswa reguler 
diberikan materi tentang anti bulian dan pemahaman 
terhadap ABK. Sehingga tindakan diskriminatif dapat 
diminimalisir. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 
maka akan diuraikan hasil penelitian tentang studi 
deskriptif manajemen pendidikan inklusif di SMK Negeri 
8 Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu; 1) 
mendeskripsikan manajemen peserta didik di SMK 
Negeri 8 Surabaya, 2) mendeskripsikan manajemen 
kurikulum di SMK Negeri 8 Surabaya, 3) 
mendeskripsikan manajemen tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan di SMK Negeri 8 Surabaya, 4) 
mendeskripsikan manajemen kelas dan kegiatan 
pembelajaran di SMK Negeri 8 Surabaya, 5) 
mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana di 
SMK Negeri 8 Surabaya, 6) mendeskripsikan manajemen 
pembiayaan di SMK Negeri 8 Surabaya, 7 
mendeskripsikan manajemen hubungan masyarakat 
dengan sekolah di SMK Negeri 8 Surabaya 
 
METODE 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut 
dengan inkuiri naturalistik (naturalistic inquiry) atau 
studi lapangan (field study) yaitu merupakan suatu 
pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala 
yang bersifat alami (Ali & Asrori, 2014: 121). Menurut 
Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dari 
beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menggali 
informasi dengan memperhatikan fenomena-fenomena 
yang terjadi di sekitar obyek penelitian. Penelitian 
kualitatif ini untuk mendeskripsikan model manajemen 
pendidikan inklusif di sekolah menengah kejuruan studi 
kasus di SMK Negeri 8 Surabaya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (2011: 54) 
metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Lebih lanjut, masalah 
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yang layak diteliti dengan metode deskriptif adalah 
masalah yang relevan dengan keadaan dewasa ini, baik 
masalah yang mengandung aspek yang banyak, maupun 
masalah yang hanya mengandung satu aspek saja yang 
mungkin hanya berupa kasus tunggal (Sanjaya, 2014: 
60). Tujuan dari penelitian deskriptif telah dikemukakan 
oleh Nazir (2011: 60) yakni untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan metode 
penelitian yang berupaya memberikan gambaran dan 
menjelaskan masalah yang aktual atau yang sedang 
muncul pada saat sekarang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada penelitian ini, telah dilakukan 
wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
urusan humas, tata usaha, wakil kepala sekolah urusan 
kurikulum, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, wakil 
kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, manager 
pendidikan inklusif, guru mata pelajaran, guru 
pembimbing khusus (GPK) dan orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus. Dalam penelitian ini akan 
menggunakan observasi non-partisipan. Guna menjaga 
reliabilitas studi, observasi dilakukan tidak hanya sekali. 
Dalam observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat 
tanpa terlibat peran apapun. Data dokumen yang 
diperlukan dalam penelitian ini berupa data peserta didik 
berkebutuhan khusus, dokumen perencanaan  
pembelajaran, data penilaian/evaluasi pembelajaran, 
foto/video pelaksanaan observasi. Dokumen-dokumen 
tersebut dapat dikumpulkan dan diamati sebagai salah 
satu bukti data. Dokumen tersebut digunakan sebagai 
data penunjang dalam kedua teknik pengumpulan data 
sebelumnya. 
Pada penelitian ini menggunakan analisis data 
Deskriptif Kualitatif dengan langkah-langkah model 
analisis data Miles, Huberman dan Saldana. Menurut 
Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) menjelaskan 
tahap analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai 
dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi data.  Kondensasi data 
diartikan sebagai proses menyederhanakan, 
mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan 
bagian dari catatan-catatan lapangan, wawancara, 
dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. 
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 
yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. 
Penyajian data dilakukan dengan dalam bentuk teks 
formatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan tetap 
terbuka dan skeptis, lebih rinci, dan mengakar dengan 
kokoh. 
Untuk mendapatkan keabsahan (trusthworthiness) 
data diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang 
terkumpul harus diuji kemantapan dan kebenarannya. 
Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data berfungsi 
untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut 
Ali & Asrori (2014: 137) triangulasi adalah proses 
validasi yang harus dilakukan dalam riset untuk menguji 
kesahihan antara sumber data yang satu dengan sumber 
data yang lain atau metode yang satu dengan metode 
yang lain (seperti observasi dengan wawancara). 
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber data. Dimana data yang diperoleh 
akan dibandingkan berdasarkan teknik pengumpulan data 
dan sumber data. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Hasil akan memaparkan data yang diperoleh 
selama penelitian melalui teknik pengumpulan data yang 
meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 
obyek penelitian yakni manajemen pendidikan inklusif 
yang terbagi dalam tujuh aspek diantaranya aspek 
manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, 
manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 
manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran, manajemen 
sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, dan 
manajemen hubungan masyarakat di SMK Negeri 8 
Surabaya. 
1. Manajemen Peserta Didik 
Peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima 
di sekolah menengah kejuruan inklusif meliputi 
seluruh jenis ketunaan, namun dengan catatan tetap 
melihat dan mempertimbangkan kemampuan yang 
dimiliki oleh calon peserta didik berkebutuhan khusus 
tersebut. Lebih lanjut tidak ada persyaratan khusus 
bagi calon peserta didik asalkan dia mampu 
bersekolah, dengan kata lain mampu mengikuti 
prgram pembelajaran dari sekolah dengan baik. 
Namun pada kenyataannya tidak semua peserta didik 
diterima, pada awalnya yang diterima hanya peserta 
didik dengan ketunaan tunarungu saja namun seiring 
berjalannya waktu dan ditambah dengan berbagai jenis 
tuntutan akhirnya sekolah menerima peserta didik 
berkebutuhan khusus dengan ketunaan yang lain. Dan 
hingga saat ini peserta didik yang telah diterima adalah 
yang memiliki ketunaan tunarungu, tunagrahita, autis 
dan anak kesulitan belajar. 
Proses pendaftaran peserta didik berkebutuhan 
khusus di sekolah menengah kejuruan inklusif 
dilakukan melalui jalur offline, dimana orang tua 
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peserta didik berkebutuhan khusus, calon peserta didik 
berkebutuhan khusus, dan kalau bisa GPK dari 
sekolah asal juga ikut datang untuk mendaftar. Orang 
tua peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan 
datang ikut mendaftar sebab untuk mengedukasi 
secara lansung bahwasanya sekolah menengah 
kejuruan berbeda dengan sekolah menengah umum. 
Hal ini nanti berkitan dengan jurusan yang akan dipilih 
oleh calon peserta didik berkebutuhan khusus yang 
mendaftar. Kemudian calon peserta didik 
berkebutuhan khusus harus hadir pada saat proses 
mendaftar tujuannya adalah agar dapat dilihat secara 
langsung jenis ketunaannya dan keterampilannya. 
Selanjutnya GPK dari sekolah asal diharapkan pula 
untuk hadir tidak lain tujuannya adalah untuk 
memperoleh informasi tambahan terkait calon peserta 
didik berkebutuhan khusus tersebut. 
Pada proses penerimaan peserta didik 
berkebutuhan khusus berkas yang wajib diserahkan 
pada saat pendaftaran cukup formulir, STTB (Surat 
Tanda Tamat Belajar) dan hasil tes psikologi tiga 
bulan terakhir. Selanjutnya identifikasi dilakukan 
untuk menemukan kemampuan awal peserta didik 
berkebutuhan khusus, sedangkan asesmen yang 
dilakukan meliputi asesmen akademik dan asesmen 
non akademik. Asesmen akademik meliputi membaca, 
menulis, dan berhitung.  Untuk asesmen akademik 
gradenya diturunkan hingga mencapai pemahaman 
peserta didik berkebutuhan khusus. Asesmen non 
akademik pada saat pendaftaran dilakukan melalui 
wawancara. Asesmen non akademik juga dilakukan 
melalui tes psikologi, jadi dari hasil tes psikologi 
tersebut dapat diketahui kemampuan, bakat dan minat 
peserta didik. Sehingga dari situ nanti dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusan. 
Penempatan jurusan pertama-tama adalah dengan 
melihat jurusan yang dipilih oleh peserta didik 
berkebutuhan khusus, dan kalau peserta didik 
berkebutuhan khusus tersebut sekiranya mampu 
berada di jurusan tersebut maka bisa diterima, namun 
apabila tidak maka dialihkan ke jurusan lain yang 
setidaknya masih sesuai dengan keminatan dan 
kemampuannya. Selain itu juga melihat besarnya 
kuota. Karena masing-masing jurusan dibatasi 
jumlahnya maka jika jurusan yang dipilih kuotanya 
sudah terpenuhi maka pesera didik berkebutuhan 
khusus diberi pilihan untuk mengambil jurusan lain 
sesuai kemampuannya. 
Program khusus bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus tidak dilaksanakan secara terpisah sesuai 
ketunaan masing-masing melainkan program tersebut 
diikuti oleh seluruh peserta didik berkebutuhan 
khusus.  
 
 
2. Manajemen Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan untuk pendidikan 
inklusif adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi. 
Dari kurikulum reguler tersebut dimodifikasi melalui 
bentuk Silabus dan RPP. Selanjutnya program khusus 
berbentuk Program Pembelajaran Individual (PPI) 
disesuaikan dengan keadaan peserta didik 
berkebutuhan khusus. PPI dibuat oleh GPK bekerja 
sama dengan guru mapel. Dalam pembuatan hingga 
pelaksanaan PPI melibatkan orang tua, jadi orang tua 
diberi informasi akan program yang hendak diberikan 
ke peserta didik berkebutuhan khusus. Pemberitahuan 
terkait adanya program PPI kepada orang tua peserta 
didik berkebutuhan khusus adalah wajib. Namun 
pernyataan berbalik diperoleh dari orang tua, 
bahwasanya orang tua tidak mengetahui terkait adanya 
PPI, bahkan baru saja mendengar istilah PPI.. Dan 
setelah dikonfirmasi lebih lanjut kepada GPK, ternyata 
istilah penyampaian program PPI kepada orang tua 
bukanlah PPI, melainkan disampaikan dengan bahasa 
yang lebih halus semisal program perbaikan. Hal ini 
dimaksudkan agar baik orang tua dan peserta didik 
berkebutuhan khusus tidak salah paham terkait kondisi 
peserta didik yang terlihat baik-baik saja. Sehingga 
pelaksanaan PPI sering tidak disadari oleh peserta 
didik berkebutuhan khusus.  
Pembuatan PPI berawal dari melihat hasil 
asesmen awal peserta didik berkebutuhan khusus. 
Dalam pelaksanaannya pun PPI masih kurang 
maksimal sebab jumlah perserta didik berkebutuhan 
khusus yang banyak dimana dalam satu kelas terdapat 
lima hingga enam peserta didik berebutuhan khusus 
padahal optimanya hanya terdapat dua peserta didik 
berkebutuhan khusus dan melihat kurikulum sekarang 
tidak memungkinkan jika melakukan team teaching. 
Ketidakoptimalan PPI jug disebabkan oleh jumlah 
GPK yang kurang mencukupi mempengaruhi tingkat 
keberhasilan program PPI. 
Evaluasi dari PPI berbentuk sebagai raport, dan 
jika ia berprestasi bisa mendapat sertifikat. Hal ini 
diperkuat, evaluasi dari program khusus seperti PPI 
disebut sebagai data perkembangan persemester yang 
berbentuk tertulis dengan deskriptif dikarenakan 
peserta didik yang bermacam-macam karakteristiknya. 
 
3. Manajemen Tenaga Pendidik dan tenaga 
Kependidikan 
Berdasarkan data tidak ada kriteria khusus bagi 
guru peserta didik berkebutuhan khusus dengan kata 
lain seluruh tenaga guru wajib mengajar peserta didik 
berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Pengembangan 
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kompetensi dalam menangani peserta didik 
berkebutuhan khusus di sekolah inklusif juga telah 
dilakukan, telah ada suatu pembinaan khusus untuk 
guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan 
khusus yang biasanya berbentuk pelatihan, dimana 
guru yang mengikuti pelatihan akan dikirim secara 
bergantian. Guru reguler juga telah mendapat 
pemahaman terkait memodifikasi RPP bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan 
kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.  
Kolaborasi antara guru reguler dan GPK disebut 
team teaching, namun di SMK Negeri 8 Surabaya 
team teaching tidak ada. Jadi GPK hanya membantu 
guru reguler di luar kelas. GPK mendampingi peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam proses 
pembelajaran, memperhatikan perkembangan peserta 
didik dan membuat perangkat PPI. Berkaitan dengan 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tidak ada 
persyaratan secara khusus bagi tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan, hanya meliputi PNS dan non 
PNS. Untuk tenaga administrasi minimal harus S1, 
dan untuk pelaksana urusan minimal memiliki 
pendidikan S1 dan telah mempunyai pengalaman 
mengajar selama lima tahun. Lebih lanjut sekolah 
tidak mengeluarkan informasi secara resmi terkait 
rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
Sebab pihak Dinas yang mencari tenaga terkait untuk 
ditempatkan di sekolah.  
 
4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran 
Sistem pengelolaan kelas di sekolah inklusif 
adalah kelas reguler penuh, dimana peserta didik 
berkebutuhan khusus berada satu kelas dengan peserta 
didik reguler tanpa didampingi guru pembimbing 
khusus (GPK) di dalamnya. Selanjutnya untuk peserta 
didik berkebutuhan khusus tidak ada kelas khusus, 
namun adanya pull out untuk hari-hari tertentu saja. 
Pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus 
disesuaikan dengan karakteristiknya. Guru mata 
pelajaran bekerja sama dengan GPK dalam membuat 
RPP modifikasi bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus sesuai asesmen awal. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran pun guru menggunakan media sesuai 
kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, 
pebelajaran yang mengacu pada RPP modifikasi, 
secara otomatis tugas dan penilaian juga disesuaikan 
dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan 
khusus.  
 Evaluasi atau penilaian bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik berkebutuhan khusus. Penilaian juga 
disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai yaitu 
kurikulum 2013 dengan melihat kemampuan peserta 
didik berkebutuhan khusus. Untuk jenis penilaian yang 
digunakan untuk menilai peserta didi berkebutuhan 
khusus, yaitu terdapat penilaian sikap, spiritual, sama 
halnya seperti peserta didik reguler, dan tidak 
membedakan jadi benar-benar inklusif.  
 
5. Manajemen Sarana dan Prasarana 
Alat khusus untuk peserta didik berkebutuhan 
khusus sesuai ketunaan tidak ada, pada awalnya 
memang ada hanya alat khusus untuk peserta didik 
berketunaan tunarungu. Namun saat ini tidak ada alat 
khusus yang tersisa. Perencanaan alat bantu sesuai 
ketunaan dilakukan oleh Dinas. Rencana kajian terkait 
alat bantu peserta didik berkebutuhan khusus sesuai 
ketunaan juga belum bisa dipastikan kelanjutannya. 
Berkaitan dengan aksesbilitas, bahwa rencana 
untuk pengadaan aksesbilitas kedepannya memang 
ada, namun hal tersebut masih terkendala oleh 
pendanaan. Selama ini pengkajian terkait aksesbilitas 
peserta didik berkebutuhan khusus tidak ada, sekolah 
hanya menerima. Aksesbilitas bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus belum terpenuhi secara 
maksimal. Hal ini dikarenakan jenis ketunaan peserta 
didik berkebutuhan khusus yang beragam. Sehingga 
tidak memungkinkan untuk memenuhi aksesbilitas 
seluruh jenis ketunaan. Selanjutnya bahwa kurang 
maksimalnya penyediaan aksesbilitas bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus ialah disebabkan oleh 
faktor pendanaan. 
 
6. Manajemen Pembiayaan 
Sumber biaya sekolah diperoleh dari pemerintah, 
masyarakat, dan orang tua. Dana dari pemerintah 
sebagai dana operasional sekolah. Sedangkan dana 
dari orang tua berupa SPP setiap bulannya. 
Masyarakat ikut serta dalam pembiayaan namun 
biasanya tidak dalam bentuk uang, melainkan 
berbentuk barang. Masyarakat ikut berperan dalam hal 
pendanaan namun tidak selalu berbentuk finansial. 
Terkait pembiayaan pendidikan inklusif yang 
dibebankan kepada orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus, tidak ada tambahan biaya yang 
dibebankan jadi besaran biaya sama dengan peserta 
didik reguler. Jika nantinya diperlukan semisal 
asesmen lanjutan bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus maka pihak sekolah tidak memungut biaya dari 
orang tua, melainkan orang tua yang membiayai 
secara mandiri, namun kegiatan tersebut tetap 
dikoordinir oleh pihak sekolah. Sebagai gambarannya 
sekolah nantinya hanya mengundang lembaga 
psikolohi yang mana nantinya kegiatan tersebut 
dibiayai secara mandiri oleh orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus. 
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Konfirmasi terkait beban biaya sekolah inklusif 
bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan 
kepada orang tua, bahwa orang tua tidak dikenai 
tambahan biaya, artinya beban biaya sekolah sama 
seperti reguler. Terkait tes yang dilakukan oleh peserta 
didik berkebutuhan khusus, orang tua mengemukakan 
bahwa sekolah tidak memberikan sarana untuk tes 
psikologi tersebut. Jadi peserta didik berkebutuhan 
khusus harus mencari sendiri untuk bisa melakukan tes 
psikologi.  
 
7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah 
Terdapat komite sekolah yang menjembatani 
aspirasi dari masyarakat. Dimana masyarakat ikut 
dalam hal perencanaan, semisal akan mengadakan 
suatu program maka komite sekolah dimintai pendapat 
dan pertimbangan. Lebih lanjut masyarakat termasuk 
didalamnya orang tua peserta didik berkebutuhan 
khusus ikut serta dalam hal pelaksanaan pembelajaran 
dan evaluasi. Contoh dari kegiatan ini misalnya pada 
saat uji kompetensi peserta didik, maka pihak sekolah 
mengundang orang tua peserta didik. Dimana 
tujuannya adalah agar orang tua mengetahui sejauh 
mana tingkat kemampuan yang telah dimiliki oleh 
pesera didik. Dalam hal pendanaan, masyarakat juga 
ikut serta namun tidak selalu berbentuk finansial. 
Hubungan masyarakat dengan sekolah tercermin 
pula pada kerjasama sekolah dengan tempat industri. 
Sekolah telah bekerjasama dengan tempat praktek 
kerja lapangan yang bersedia menerima peserta didik 
berkebutuhan khusus. Yakni Salsa Salon dan Tiara 
Handicraft, serta Pizza Huts. Dan baru –baru ini ada 
permintaan dari Indomart dan Alfamart untuk 
ditempati sebagai tempat praktek kerja lapangan. 
Kerjasama yang baik antara sekolah dengan Salsa 
Salon, hingga beberapa peserta didik berkebutuhan 
khusus mendapat beasiswa dari Salsa Salon.  
 
Pembahasan 
1. Manajemen Peserta Didik 
Berdasarkan data manajemen peserta didik 
menerima seluruh jenis ketunaan dengan catatan tetap 
menyesuaikan kemampuannya dalam memilih jurusan 
yang ada di sekolah menengah kejuruan. Apabila 
dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus 
tidak adil dalam artian tidak semua peserta didik 
berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama 
untuk memperoleh pendidikan maka jelas sistem 
pendidikan yang ada belum merujuk pada undang-
undang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 51 yang berbunyi, “anak yang menyandang 
cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan 
yang sama dan aksesbilitas untuk memperoleh 
pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Maka 
dengan memberikan paling tidak kesempatan yang 
sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk 
memperoleh pendidikan, hal tersebut telah termasuk 
dalam upaya merealisasikan deklarasi dunia terhadap 
kebijakan pemberian hak asasi bagi seluruh anak di 
dunia yang memiliki kebutuhan khusus (Educational 
for All (EFA) oleh UNESCO World Educational 
Forum di Dakar, Sinegal Tahun 2000).  
Dalam penerimaan peserta didik di SMK Negeri 
8 Surabaya lebih ditekankan pada peserta didik yang 
dimungkinkan benar-benar masih mampu untuk 
dididik, seperti halnya meliputi peserta didik dengan 
ketunaan tunarungu, tunagrahita, autis, dan anak 
kesulitan belajar. Pihak sekolah menambahkan juga 
terdapat peserta didik dengan ketunaan tunadaksa 
ringan. Dengan demikian kemungkinan keberhasilan 
pendidikan yang dijalankan secara inklusif dapat 
terpenuhi sebab pendidikan inklusif bersifat 
menyamaratakan hak dan kewajiban antara peserta 
didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan 
khusus (Arikunto dalam Ilahi, 2013: 182; Suyanto & 
Mudjito, 2012: 40-41; Susan J. Peters, 2007).  
Proses pendaftaran peserta didik berkebutuhan  
khusus di SMK Negeri 8 Surabaya menghimbaukan 
kedatangan orang tua, peserta didik dan GPK dari 
sekolah asal. Dengan adanya pihak-pihak dari yang 
bersangkutan hadir maka dapat diperoleh data-data 
lebih riil. Sehingga meminimalisir tingkat 
ketidaksamaan persepsi antara informasi dari pihak 
orang tua dan kondisi peserta didik berkebutuhan 
khusus yang sebenarnya. Selain itu dengan adanya 
orang tua yang membersamai peserta didik 
berkebutuhan khusus akan turut meminimalkan tingkat 
kekhawatiran peserta didik berkebutuhan khusus. 
Peserta didik berkebutuhan khusus tentunya akan 
merasa lebih aman dan percaya diri. Sebagaimana 
halnya berkaitan dengan tujuan pendidikan inklusif 
adalah memotivasi, meningkatkan prestasi belajar dan 
mencegah permasalahan baik di luar maupun di luar 
sekolah (Ton Mooij & Ed Smeets, 2006; Crobanch, 
1983; Coiller, 1994). 
Lebih lanjut, terdapat sebuah tim khusus yang 
disebut tim inklusif. Tim inklusif bertugas dalam 
menangani proses penerimaan peserta didik 
berkebutuhan khusus, dalam hal ini memang 
diharuskan suatu tim khusus fokus pada pelayanan 
pendidikan inklusif agar penanganan peserta didik 
berkebutuhan khusus bisa lebih intensif (Werang, 
2015: 39). Proses penerimaan peserta didik 
berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dilaksanakan 
sesuai prosedur, dimana peserta didik berkebutuhan 
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khusus harus melengkapi berkas-berkas berupa 
formulir pendaftaran, STTB (Surat Tanda Tamat 
Belajar), dan hasil tes psikologi tiga bulan terakhir 
(Suparlan, 2013: 68-69). Setelah itu, peserta didik 
berkebutuhan khusus diberikan identifikasi dan 
asesmen guna mengetahui kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki supaya memudahkan 
dalam perencanaan pemberian program selanjutnya 
(Snow dalam Rivai & Murni, 2009: 130).  
Dalam pemilihan jurusan pun pihak sekolah 
dengan terbuka memberikan kesempatan secara 
langsung kepada peserta didik berkebutuhan khusus 
dan orang tua dengan cacatan tetap memperhatikan 
kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan 
khusus dan jumlah kuota kelas (Mulyasa, 2014: 46). 
Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya 
memang harus melibatkan kerjasama dari berbagai 
pihak sebab konsep pendidikan inklusif mencakup 
aspek yang luas sehingga dibutuhkan koordinasi-
koordinasi dalam perencanaan hingga evaluasi. Dalam 
hal ini diharapkan mampu memajukan proyek 
pendidikan inklusif (Mamlin dalam Amatzia Weisel & 
Orit Dror, 2006). 
 
2. Manajemen Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan sebagai acuan 
pembelajaran di SMK Negeri 8 Surabaya adalah 
Kurikulum 2013 (K13) dengan modifikasi yang 
dikembangkan kedalam bentuk Silabus dan RPP (S. 
Nasution dalam Ilahi, 2013: 168). Dengan adanya 
panduan pembelajaran berbentuk kurikulum maka 
akan mengarahkan jalannya pendidikan tersebut sesuai 
pada jalurnya. Tentunya kurikulum ini harus sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional serta sesuai dengan 
kekhasan, kondisi dan potensi daerah atau kearifan 
lokal satuan pendidikan dan yang terpenting ialah 
sesuai dengan karakter peserta didik (Mudjito, et all, 
2012: 225). 
Kurikulum dimodifikasi dalam bentuk Silabus 
dan RPP dengan melihat dan menyesuaikan 
kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan 
khusus sesuai hasil asesmen awal. Kurikulum yang 
disesuaikan dengan kemampuan peserta didik memang 
bertujuan agar pembelajaran bisa melampaui tujuan 
yang ingin dicapai (Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 
Ayat 2; Tampubolon, 2015: 25).  
Dari hasil data ditemukan bahwa kurikulum 
memiliki peranan penting dalam pendidikan terutama 
pada proyek pendidikan inklusif yang mana  dalam 
mewujudkannya memerlukan dukungan dari berbagai 
pihak (Mamlin dalam Amatzia Weisel & Orit Dror, 
2006). Dikatakan sebagai pendidikan inklusif 
bilamana dalam pelaksanaan pembelajarannya 
dilakukan dengan menyatukan peserta didik 
berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler 
dalam satu kelas (O’Neil dalam Ilahi, 2013: 17; PIFS 
Pasific Island Forum Secretariat dalam Susie, Donna, 
Laisiasa, 2014). Dengan menggabungkan peserta didik 
reguler bersama peserta didik berkebutuhnan khusus 
dapat menciptakan rasa empati terlebih bagi peserta 
didik reguler (David Morley, Richard Bailey, Jon Tan, 
dan Belinda Cooke, 2005).  
Kurikulum tidak serta merta langsung diterapkan 
begitu saja terlebih pada peserta didik berkebutuhan 
khusus, perlu dilakukan berbagai pertimbangan untuk 
memutuskan bentuk kurikulum yang siap 
diaplikasikan dengan memilih model kurikulum yang 
paling sesuai (UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2). Lebih lanjut, 
bukan hanya satu pihak saja yang memodifikasi 
kurikulum melainkan dilakukan oleh GPK dengan 
tetap berkoordinasi dalam suatu tim khusus. Hasil 
penelitian menemukan  bahwa terdapat tim khusus 
yang berfokus untuk memajukan proyek pendidikan 
inklusif di SMK Negeri 8 Surabaya, yakni tim inklusif 
yang terdiri dari kepala sekolah, manajer inklusif, tata 
usaha, BK/BP, psikolog, guru pembimbing khusus 
(GPK), guru jurusan, wali kelas, guru kelas, wali 
murid dan komite sekolah serta peserta didik 
berkebutuhan inklusif sebagai target pendidikan 
inklusif (Mulyasa, 2014: 41; Sagala, 2009: 95-96).  
Dari hasil data diperoleh bahwa terdapat program 
khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 
namun tidak berupa program khusus sesuai ketunaan 
misalnya baca tulis Braille bagi peserta didik 
tunanetra, Orientasi Mobilitas (OM) bagi peserta didik 
tunanetra, bina komunikasi bagi peserta didik autis 
bina diri dan bina gerak bagi peserta didik tunagrahita, 
serta bina gerak bagi peserta didik tunadaksa 
(Kemendikbud, 2011). Berkaitan dengan program 
khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih 
diarahkan ke dalam bentuk PPI, yang dimana PPI 
sendiri disusun berdasarkan asesmen awal. Dalam 
pelaksanaannya PPI belum berjalan secara optimal, hal 
tersebut disebakan oleh jumlah peserta didik 
berkebutuhan khusus yang banyak namun tidak 
didukung oleh tenaga guru pembimbing khusus yang 
sebanding (Rivai & Murni, 2009: 133). 
Program pendidikan inklusif dan program khusus 
lainnya tidak akan berjalan maksimal apabila tidak 
didukung oleh guru yang siap dan profesional. Padahal 
dalam praktiknya guru di sekolah inklusif harus 
memiliki kemampuan dan strategi khusus untuk 
mengoptimalkan ketercapaian kurikulum pendidikan 
(Pamela LePage, et all, 2010). 
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3. Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Hasil data diperoleh bahwa manajemen tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 8 
Surabaya tidak harus memiliki kriteria khusus. Dalam 
hal mengajar peserta didik berkebutuhan khusus tidak 
ada syarat-syarat tertentu, bahwasanya mengajar 
peserta didik berkebutuhan khusus adalah dengan hati, 
maka bagaimanapun keterampilan seorang tenaga 
pendidik haruslah sanggup dan siap untuk menangani 
peserta didik berkbutuhan khusus (Suyanto & Mudjito, 
2012: 43).  
Pendidikan inklusif memang memberikan 
peluang bagi berbagai pihak untuk turut memajukan, 
namun tetaplah memegang prinsip bahwasanya 
diperlukan pihak-pihak yang berkompeten untuk 
mengembangkan pendidikan inklusif itu sendiri, 
sehingga masing-masing pihak juga dituntut untuk 
memperluas wawasan dan mengembangkan 
kemampuan pedagogiknya (Susie Miles & Nidhi 
Singal, 2009). 
Mengajar perlu untuk dilatih, terlebih lagi dalam 
mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. 
Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya 
pengembangan terhadap kompetensi tenaga pendidik 
(Sagala, 2009: 99; Mulyana A. Z., 2010: 104). Pada 
realitanya masih terdapat guru yang hanya bersedia 
memberikan tindakan kepada peserta didik 
berkebutuhan khusus dalam kategori ketunaan ringan. 
Sebab bagi sebagian guru masih belum secara totalitas 
melakukan pendekatan sesuai pendidikan inklusif. 
Maka seharusnya sekolah didukung oleh pemerintah 
segera mengupayakan suatu tindakan untuk 
menangani  hal tersebut agar pendidikan inklusif dapat 
berjalan lebih optimal (Elias Avramidis & Brahm 
Norwich, 2010). 
Terdapat pembinaan khusus bagi guru yang 
mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Selain 
itu sebagai bekal peningkatan kompetensi guru 
terhadap kaitannya dengan pendidikan inklusif, telah 
ada kegiatan khusus bagi guru reguler untuk 
pemahaman dalam memodifikasi RPP bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut sangat bagus 
untuk dikembangkan sebab pendidikan tidak akan 
berhasil tanpa didukung oleh tenaga pendidikan yang 
profesional dan kompeten. Sehingga pelatihan, 
pembinaan maupun pengembangan profesional guru 
dalam jangka panjang seperti yang diterangkan 
tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan guru 
profesional dalam bidangnya (Ilahi, 2013: 178; 
Mulyasa, 2014: 33; 109; Avramidis, Bayliss, & 
Burden, 2000; Avramidis & Kalyva, 2007; Edwards, 
Carr, & Siegel, 2006; Ernst & Rogers, 2009; Miller, & 
Savage, 2000; Van Reusen, Shoho, & Barker, 2000 
dalam Federico R. Waitoller & Alfredo J.Artiles, 
2013). 
Selanjutnya, pendidikan inklusif tidak lepas 
dengan istilah guru pembimbing khusus (GPK). GPK 
turut berperan penting dalam penanganan peserta didik 
berkebutuhan khusus. Tugas GPK yakni mendampingi 
peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses 
pembelajaran, memperhatikan peserta didik dan 
membuat perangkat PPI.  Dan tenaga GPK di SMK 
Negeri 8 Surabaya sebenarnya dapat dikatakan masih 
kurang, sebab hanya terdapat 7 GPK, namun paling 
tidak  sekolah telah berusaha menyesuaikan dengan 
peraturan undang-undang yang ada (Permendiknas 
Nomor 70 Tahun 2009 Paasl 10 Ayat 1). Masing 
masing GPK menangani kurang lebih tujuh belas 
peserta didik berkebutuhan khusus. maka dengan 
tenaga GPK yang ada diupayakan pelayanan terbaik 
bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Pamela 
LePage, Sue Courey, Emilene J. Fearn, Vicki Benson, 
Ellen Cook, Liz Hartmann, Shelley Nielsen, 2010). 
Selanjutnya setelah dikonfirmasi kepada GPK, GPK 
tidak melakukan pendampingan di dalam kelas saat 
pembelajaran secara penuh. Sesekali GPK 
mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus pada 
saat praktek saja, itupun jika memang benar-benar 
dibutuhkan. Namun tetap tugas GPK membimbing 
peserta didik yang berada di ruang sumber (Robyn 
Robinson & Suzane Carrington, 2002). 
Pembahasan lebih lanjut yakni terkait syarat 
menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 
bahwa tidak ada syarat khusus terkait hal tersebut. 
Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut 
harus meliputi PNS dan non PNS. Untuk tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan minimal pendidikan 
S1 dan untuk petugas layanan khusus tidak ada 
persyaratan pendidikan tingkat tertentu. Hal ini telah 
sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 
terkait standar kualifikasi kependidikan. Pastinya tugas 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan 
berbeda dalam satu lingkup sekolah (Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 39 Ayat 1), namun tidak menutup 
kemungkinan untuk terjadi suatu kerjasama demi 
memajukan pendidikan, dan bahkan kerjasama 
tersebut memang harus dilakukan sebagaimana 
hubungan interpersonal antara pihak yang terkait dapat 
meningkatkan kinerja yang baik (Nawawi dalam 
Mulyasa, 2014: 109). 
 
4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran 
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Berdasarkan hasil data bahwa bentuk kelas yang 
digunakan dalam proses pembelajaran peserta didik di 
SMK Negeri 8 Surabaya adalah kelas reguler penuh. 
Pemilihan kelas reguler penuh sebagai bentuk kelas 
dalam pembelajaran yang di dalam kelasnya terdapat 
peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan 
khusus tidak lain supaya keinklusifan kelas benar-
benar berjalan (Madden dan Slavin dalam Rivai & 
Murni, 2009: 134; dalam Kemendikbud, 2011). 
Terdapat pula kelas pull out namun untuk hari-hari 
tertentu saja. Dimana bentuk kelas disesuaikan dengan 
kondisi yang ada (Karwati & Priansa, 2014: 5; 
Gearheart & Weishahn dalam Rivai & Murni, 2009: 
132). 
Pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus disesuaikan dengan karakteristiknya. Guru 
mata pelajaran bekerjasama dengan GPK dalam 
penyusunan RPP modifikasi, yang berdasarkan 
asesmen awal peserta didik berkebutuhan khusus serta 
berpedoman pada kurikulum 2013, hal ini perlu 
diterapkan sebab dengan memperhatikan kondisi awal 
peserta didik berkebutuhan khusus, selain program 
yang diberikan tidak sia-sia nantinya juga peserta 
didik berkebutuhan khusus pastinya mampu mencapai 
target belajar yang disusun (Tampubolon, 2015: 53). 
Sebagaimana kegiatan pembelajaran merupakan inti 
dari pelaksanaan kurikulum (Sagala, 2009: 100). 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
pembelajaran di kelas dilakukan dengan baik oleh 
guru, guru mampu menyeimbangkan konteks 
pembelajaran jika bersama peserta didik reguler 
maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta 
didik berkebutuhan khusus diberi kesempatan yang 
sama seperti peserta didik reguler, walau peserta didik 
berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler kurang 
tampak berbaur sebab tempat duduk peserta didik 
berkebutuhan khusus dijadikan satu kelompok 
sehingga interaksi diantara peserta didik berkebutuhan 
khusus dan peserta didik reguler sedikit terjadi.  
Dalam kegiatan belajar, fase pembelajaran serta 
gaya belajar yang sesuai dapat membantu tercapainya 
hasil belajar yang maksimal (Jan Smith, 2010). Namun 
bukan hanya fase pembelajaran dan gaya belajar yang 
sesuai saja, guru juga faktor terpenting dalam 
mencapai keberhasilan pendidikan. Penggerak utama 
dalam kegiatan belajar mengajar dipimpin oleh guru 
maka selain latar belakang yang dimiliki oleh guru, 
hubungan positif yang kuat terkait pemahaman 
pendidikan inklusif dan keyakinan besar yang dimiliki 
oleh  guru juga turut mempengaruhi perkembangan 
peserta didik berkebutuhan khusus (Martha J. Buell, 
Rena Hallam, Michael Gamel-Mccormick, Scott 
Scheer, 2010). 
Lebih lanjut berdasarkan hasil data dalam hal 
pelaksanaan pembelajaran guru mata pelajaran telah 
mampu mengorganisasikan kelas, menyampaikan 
pembelajaran mengacu pada standar proses, 
menggunakan media pembelajaran yang sesuai, 
memberikan tugas dan melakukan penilaian sesuai 
kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. 
Penilaian pembelajaran bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus tidak jauh berbeda dengan 
peserta didik reguler (Kindsvatter, Wilen & Ishler 
dalam Tampubolon, 2015: 89). Tentunya hal tersebut 
tidak dihasilkan secara instan, melainkan dengan 
adanya perencanaan sebelumnya. Penilaian bagi  
peserta didik berkebutuhan khusus tidak dibeda-
bedakan dengan peserta didik reguler namun 
disesuakan dengan standar tertentu dengan melihat 
masing-masing kemampuan peserta didik 
berkebutuhan khusus. 
Pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, 
bahwa pendidikan inklusif di SMK N 8 Surabaya telah 
mendapat sambutan secara terbuka, baik dari pihak 
sekolah sendiri maupun stakeholder. Terkait 
manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran dimulai 
dari perencanaan hingga pegawasan tidak luput dari 
campur tangan pihak-pihak terkait. Seperti halnya 
pada saat uji kompetensi berlangsung, pihak sekolah 
turut mengundang orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus walau sekadar mengawasi 
praktik yang sedang dilakukan oleh peserta didik 
berkebutuhan khusus. Dengan memperhatikan hal 
tersebut maka dapat digambarkan jika pihak sekolah 
selalu melibatkan orang tua bahkan masyarakat untuk 
sama-sama ikut memajukan dan membangun proyek 
pendidikan inklusif terutama di sekolah menegah 
tingkat kejuruan. Dukungan manajemen tanpa 
kerjasama dari berbagai pihak maka keberhasilan 
pendidikan inklusif kurang bisa optimal (Mamlin 
dalam Amatzia Weisel & Orit Dror, 2006). 
 
5. Manajemen Sarana dan Prasarana 
Berdasarkan data berkaitan dengan manajemen 
sarana dan prasarana, bahwa alat khusus  bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus tidak ada hal ini 
dikarenakan rencana kajian masih belum dapat 
dipastikan dan belum dilakukan. Padahal sarana dan 
prasarana dapat disebut sebagai komponen yang amat 
mendukung keterlaksanaannya pendidikan yang 
efektif (Mulyasa, 2014: 49; Wahyuningrum dalam 
Ilahi, 2013: 49).  
Manajemen sarana dan prasarana yang diperoleh 
berdasarkan hasil data belum melakukan kajian ulang 
dalam hal perencanaan. Sehingga konsep manajemen 
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
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pengawasan dan penilaian secara otomatis juga 
bergeser keterlaksanaannya. Dan hal ini dapat 
mempengaruhi sistem manajemen yang seharusnya 
memiliki tahap-tahap atau bagian-bagian demi 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya (James A. F. Stoner dalam Suparlan, 
2013: 41). 
Apalagi sarana dan prasana yang diperlukan 
peserta didik pada jenjang menengah kejuruan akan 
semakin beragam seiring dengan kebutuhan 
(Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana 
dan Prasarana bagi Pendidikan Formal). Mutlaknya 
perencanaan terkait menejemen sarana dan prasarana 
memang harus dilakukan yang berguna untuk 
menghindari dan mencegah segala kesalahan yang 
kemungkinan terjadi (Werang, 2015: 143). 
Dari hasil data diperoleh bahwa pihak sekolah 
sebenarnya bisa saja mengupayakan sarana prasarana 
yang beragam dan sesuai dengan karakter peserta 
didik berkebutuhan khusus ke pemerintah hanya saja 
ditinjau dari segi komunikasi diantara pihak sarana 
dan prasarana dengan pengurus pendidikan inklusif 
dimana keduanya belum melakukan koordinasi secara 
lebih intensif untuk mengupayaan tersebut, dan yang 
lebih mengetahui alat-alat atau media yang 
berhubungan dengan peserta didik berkebutuhan 
khusus adalah pengurus inklusif sehingga pihak sarana 
dan prasarana tentunya akan mengupayakan alat-alat 
atau media yang memang dibutuhkan bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus jika mendapat usulan atau 
rekomendasi dari pengurus atau tim inklusif. Dalam 
pendidikan inklusif  memang peranan satu aspek 
pendidikan tidak dapat berjalan sendiri. Dimana 
masing-masing aspek pendidikan memiliki keterkaitan 
satu sama lain. Sehingga memunculkan suatu 
kerjasama yang baik (Gibson, Ivancevich, dan 
Donnelly dalam Karwati & Priansa, 2014: 4) 
Berkaitan dengan aksesbilitas memang ada 
rencana untuk pengkajian lebih lanjut, namun terdapat 
kendala yakni terkait pendanaan. Bilamana aksesbiltas 
di sekolah tidak terpenuhi secara optimal tentunya 
akan menghambat proyek pengembangan pendidikan 
inklusif, dimana berkaitan dengan jenis peserta didik 
yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu 
sehingga juga membutuhkan baik sarana dan 
prasaranya yang mendukung (Kemendikbud, 2011). 
Apabila dilihat dari perspektif keorganisasian, sebuah 
tujuan organisasi akan tercapai jika komponen-
komponen yang ada di dalamnya turut berkerjasama 
untu mencapai keberhasilan yang telah direncanakan 
sebelumnya.  
Begitu pula dengan pendidikan, khususnya 
pendidikan inklusif yang mana memiliki komponen-
komponen pendukung didalamnya yang seharusnya 
melebur untuk bahu membahu mewujudkan 
pendidikan inklusif yang sebaik-baiknya. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa ketercapaian yang harus 
dimiliki salah satu komponen pendidikan inklusif 
tidak hanya menyangkut komponen itu saja, 
melainkan atas dukungan, partisipasi, kepedulian dan 
koordinasi dengan masing-masing komponen serta 
melibatkan pihak-pihak lain yang mampu mendukung 
terwujudnya tujuan pendidikan inklusif (Ton Mooij & 
Ed Smeets, 2006; UU Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Peserta didik Pasal 51; Mamlin dalam 
Amatzia Weisel & Orit Dror, 2006). 
 
6. Manajemen Pembiayaan 
Berdasarkan data ditemukan bahwa manajemen 
pembiayaan terkait dengan sumber dana sekolah 
diperoleh dari dana tetap yang berasal dari pemerintah, 
adapun dana tersebut dialokasikan sebagai biaya 
operasi sekolah. Pemerintah memberikan dana kepada 
sekolah secara berkala. Tentunya dana tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan 
operasional sekolah (Tampubolon, 2015: 231-232). 
Adapun penyokong dana pendidikan, terutama 
berkaitan dengan pendidikan inklusif yang notabene 
jenis kebutuhannya lebih beragam seperti keharusan 
menyediakan alat-alat dan media yang sesuai serta 
kebutuhan tes asesmen dan psikologis yang 
membutuhkan pihak profesional dibidangnya, maka 
jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah tidak 
akan mampu menutupi segala kebutuhan yang ada. 
Dengan demikian partisipasi dan dukungan dari orang 
tua peserta didik serta peran serta masyarakat sangat 
membantu keberlangsungan proyek pendidikan 
inklusif. Sehingga baik pemerintah, orang tua dan 
masyarakat memiliki peran penting untuk ikut serta 
dalam memajukan pendidikan inklusif (Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1). 
Kebutuhan dana pendidikan inklusif tidak bisa 
dioperasikan secara optimal jika hanya mengandalkan 
dana sekolah yang berasal dari pemerintah. Mengingat 
bahwa pendidikan inklusif masih harus dan terus 
dikembangkan, baik peserta didik, tenaga pendidik 
dan kependidikan serta komponen pendukung yang 
lain. Sehingga kebutuhan dana akan diperlukan secara 
lebih. Dengan demikian sekolah memunculkan 
kebijakan dengan mengadakan SPP yang dibebankan 
kepada orang tua peserta didik. 
Dana dari orang tua berupa SPP (Sumbangan 
Pendanaan Pendidikan) setiap bulan untuk 
memperkuat pendaaan sekolah, sebagaimana sekolah 
menengah kejuruan tidak lepas dari kegiatan praktek. 
 Studi Deskriptif Manajemen Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 8 Surabaya 
12 
 
Peranan orang tua sangatlah besar dalam memajukan 
pendidikan inklusif, sebagaimana dilansir bahwa 
terkait pembiayaan pendidikan inklusif yang 
dibebankan kepada orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus tidak berbeda dengan peserta 
didik reguler, pasalnya biaya pendidikan peserta didik 
berkebutuhan khusus dan reguler adalah sama 
besarnya. 
Pihak sekolah tidak memungut biaya tertentu 
apabila terdapat kebutuhan  yang berkaitan dengan 
peserta didik berkebutuhan khusus, misalnya pada saat 
peserta didik berkebutuhan khusus akan melakukan tes 
asesmen ulang pada tingakatan tahun pertama untuk  
melihat perkembangan kemampuan  yang diperoleh 
setelah bersekolah. Sebagaimana pihak sekolah hanya 
mengkoordinir para orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan tersebut, kemudian permasalahan 
keterlaksanaannya termasuk dalam biaya 
dikembalikan lagi kepada orang tua yang 
bersangkutan. Hal ini termasuk dalam perihal dana 
sukarela kepada orang tua peserta didik berkebutuhan 
khusus. Bilamana orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus peduli akan upaya memajukan 
pendidikan inklusif maka tidak ada kata berat hati 
untuk memberikan sumbangsih sebesar-besarnya. 
Adapun pembiayaan yang bersumber dari 
masyarakat tidak selalu berbentuk finansial, namun 
bantuan dari masyarakat terkait penyelenggaraan 
pendidikan inklusif mendapat dukungan yang positif, 
misalnya bantuan tenaga ketika di sekolah terdapat 
kegiatan tertentu. Biaya sebagai salah satu penunjang 
keterlaksanaannya suatu kegiatan termasuk pendidikan 
inklusif (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan). 
 
7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah 
Berdasarkan hasil data terdapat komite sekolah 
yang menjembatani ide dan aspirasi dari masyarakat. 
Masyarakat yang termasuk di dalamnya terdapat orang 
tua peserta didik, yang mana ikut serta dalam hal 
pelaksanaan pendidikan. Misalnya pada saat 
pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Dimana 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang 
tua peserta didik ikut andil dalam menyetujui 
program-program yang diberikan kepada peserta didik 
berkebutuhan khusus. Dengan memperhatikan hal 
tersebut dapat diasumsikan bahwa keberhasilan 
pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu ditunjang 
dengan berbagai dukungan baik dari dalam maupun 
dari luar sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut 
hubungan masyarakat dengan sekolah diperlukan. 
Demi kemajuan pendidikan inklusif khususnya perlu 
adanya ide-ide yang bersifat membangun dari 
masyarakat kepada sekolah Selain itu hubungan 
kerjasama yang erat dan baik diperlukan pula dalam 
mensukseskan tujuan yang hendak dicapai dalam 
pendidikan inklusif di sekolah (Mamlin dalam 
Amatzia Weisel & Orit Dror, 2006).  
Berdasarkan data, pihak sekolah juga bekerja 
sama dengan tempat industri, dimana tempat industri 
tersebut sebagai tempat praktek kerja lapangan bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus. Karena kerjasama 
sekolah dengan tempat industri tersebut terjalin 
dengan baik, hingga peserta didik berkebutuhan 
khusus yang berprestasi diberikan beasiswa 
pendidikan dan ditarik menjadi pegawai di tempat 
industri tersebut. Kemajuan pendidikan inklusif di 
SMK Negeri 8 Surabaya didukung oleh berbagai pihak 
dintaranya pemerintah, orang tua dan masyarakat. 
Ketiga kompnen utama ini saling berkaitan. Baik 
pemerintah, orang tua dan masyarakat berupaya untuk 
memberikan persembahan terbaik. Terutama 
masyarakat, masyarakat adalah stakeholder pendidikan 
yang memiliki kepentingan akan keberhasilan 
pendidikan, karena masyarakatlah pembayar 
pendidikan baik melalui uang sekolah maupun pajak 
sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung 
jawab terhadap masyarakat (Tampubolon, 2015: 177). 
Pihak sekolah selalu melibatkan baik komite 
sekolah, orang tua peserta didik maupun masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan 
inklusif. Peran masyarakat sekitar sekolah misalnya 
ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 
Contohnya saja masyarakat sekitar sekolah turut 
menjaga keamanan sepeda motor milik peserta didik 
yang mana tempat parkir sepeda motor peserta didik 
berada di luar pagar sekolah. Namun tidak semua 
masyarakat memberikan dukungan positif, ada pula 
masyarakat yang merasa enggan untuk meyampaikan 
ide-ide sehingga terkesan pasif, padahal pihak sekolah 
juga membutuhkan timbal balik berupa ide-ide atau 
gagasan-gagasan baru dan mendukung supaya 
pendidikan inklusif dapat lebih berkembang. 
Sebagaimana partisipasi dan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan inklusif amat diperlukan 
(Garnida, 2015: 99). 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Manajemen Peserta Didik 
Manajemen peserta didik diawali dengan 
penerimaan peserta yang mana semua peserta didik 
diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan 
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namun tetap memperhatikan kemampuannya. 
Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus lebih 
ditekankan pada peserta didik berkebutuhan khusus 
yang benar-benar masih mampu didik. Pada proses 
pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus 
dilakukan oleh calon peserta didik berkebutuhan 
khusus, orang tua, dan GPK sekolah asal dengan 
melengkapi berkas-berkas pendaftaran yang 
selanjutnya dilayani oleh panitia penerimaan dari tim 
inklusif untuk dilakukan identifikasi dan asesmen. 
Dalam pemilihan jurusan, peserta didik dan orang tua 
diberi kesempatan untuk memilih jurusan dengan 
catatan tetap memperhatikan kemampuan peserta 
didik berkebutuhan khusus dan jumlah kuota kelas 
yang masih tersedia. 
2. Manajemen Kurikulum 
Acuan pembelajaran menggunakan Kurikulum 
2013 (K13). Kurikulum untuk peserta didik 
berkebutuhan khusus dimodifikasi dalam bentuk 
Silabus dan RPP yang disesuaikan dengan 
kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. 
Kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus 
dimodifikasi oleh GPK bekerjasama dengan guru 
mata pelajaran serta tetap berkoordinasi dengan tim 
inklusif. Terdapat program khusus berupa PPI 
(Program Pembelajaran Individual) bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus yang memerlukan. Pelaksanaan 
PPI belum maksimal sebab jumlah peserta didik 
berkebutuhan khusus yang banyak kurang didukung 
oleh tenaga guru pembimbing khusus. 
3. Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak 
harus memiliki kriteria khusus dalam menangani 
peserta didik berkebutuhan khusus. Bagi tenaga 
pendidik reguler terdapat pembinaan khusus biasanya 
berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk 
mengembangkan kompetensinya dibidang pendidikan 
inklusif. Selanjutnya, terdapat Guru Pembimbing 
Khusus (GPK) yang berperan mendampingi peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam memudahkan 
proses pembelajaran dan membuat PPI. Terkait syarat 
menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 
bahwa tidak terdapat syarat khusus. Hanya berupa 
syarat pada umumnya yakni tenaga pendidik dan 
tenaga kependikan meliputi PNS dan non PNS 
dengan pendidikan minimal S1. Dan untuk petugas 
layanan khusus tidak ada persyaratan tertentu. 
4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran 
Bentuk kelas pada sekolah inklusif adalah kelas 
reguler penuh. Terdapat kelas pull out namun pada 
hari-hari tertentu saja. Guru mata pelajaran 
bekerjasama dengan GPK dalam penyusunan RPP 
modifikasi yang berdasarkan karakteristik peserta 
didik berkebutuhan khusus. Pada saat pembelajaran, 
peserta didik berkebutuhan khusus diberikan 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Guru 
mata pelajaran mengorganisasikan kelas seefektif 
mungkin, menyampaikan pembelajaran mengacu 
pada standar proses, menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai, memberikan tugas dan 
melakukan penilaian sesuai kemampuan peserta didik 
berkebutuhan khusus. Pengawasan dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait (stakeholder), misalnya pada saat 
uji kompetensi orang tua peserta didik diundang 
untuk ikut mengawasi jalannya  uji kompetensi. 
5. Manajemen Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus yang sesuai dengan masing-
masing ketunaan tidak ada, sarana dan prasarana 
peserta didik berkebutuhan khusus sama saja seperti 
peserta didik reguler yang lain. Pihak sarana dan 
prasarana belum melakukan pengkajian ulang terkait 
sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peserta 
didik berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan 
aksesbilitas, ada rencana untuk pengkajian lebih 
lanjut dengan waktu yang belum ditentukan. Serta 
salah satu faktor penghambat pengadaan sarana dan 
prasarana khususnya bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus adalah faktor pendanaan.  
6. Manajemen Pembiayaan 
Sumber dana sekolah diperoleh dari pemerintah, 
orang tua dan masyarakat. Dana dari pemerintah 
berupa dana tetap yang dialokasikan sebagai dana 
operasional sekolah. Dana dari orang tua berupa SPP 
rutin setiap bulan untuk memperkuat dana sekolah. 
SPP yang dibebankan kepada orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus sama besarnya seperti peserta 
didik reguler. Dan dana dari masyarakat tidak selalu 
berupa finansial. Masyarakat biasanya turut 
membantu ketika ketika di sekolah terdapat kegiatan 
insidental. Pihak sekolah tidak memungut biaya 
tambahan kepada orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus jika ada kegiatan yang berkaitan 
dengan inklusif. Pihak sekolah hanya mengkoordinir 
orang tua, dan segala keputusan dikembalikan kepada 
orang tua. 
7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah 
Pada manajemen hubungan masyarakat dengan 
sekolah, terdapat komite sekolah yang menjembatani 
ide-ide dan aspirasi dari masyarakat termasuk orang 
tua. Pihak sekoah juga bekerjasama dengan tempat 
industri yang bersedia menerima peserta didik 
berkebutuhan khusus untuk melakukan praktek kerja 
lapangan. Pihak sekolah senantiasa melibatkan baik 
komite sekolah, orang tua maupun masyarakat untuk 
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ikut berpartisipasi demi memajukan pendidikan 
inklusif. Namun ada pula masyarakat yang masih 
pasif dalam mengusulkan ide-ide baru berkaitan 
dengan pendidikan inklusif.  
 
Saran 
1. Bagi Kepala Sekolah 
a. Mengajukan kepada pemerintah setempat untuk 
menambah tenaga pendidik guru pembimbing 
khusus (GPK), sehingga penanganan peserta 
didik berkebutuhan khusus dapat lebih optimal. 
b. Mengadakan sosialisasi kepada para orang tua 
peserta didik terkait pendidikan inklusif bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus dan 
menampung ide-ide beserta aspirasi  para orang 
tua, baik dari orang tua peserta didik 
berkebutuhan khusus maupun orang tua peserta 
didik reguler. 
2. Bagi Guru Kelas 
a. Mempertahankan mengajar peserta didik 
berkebutuhan khusus dengan tidak membeda-
bedakan, memberi kesempatan yang sama antara 
peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta 
didik reguler dalam berprtisipasi di kelas. 
3. Bagi Guru Pembimbing Khusus 
a. Mengajukan kepada petinggi sekolah terkait 
pembaharuan media dan/atau alat-alat bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus, agar peserta 
didik berkebutuhan khusus dapat 
memaksimalkan keterampilan lain yang dimiliki 
selain belajar sesuai jurusannya. 
b. Memberikan suatu program yang dapat mencetak 
peserta didik untuk lebih produktif, lebih baik 
jika peserta didik berkebutuhan khusus mampu 
menghasilkan suatu karya. 
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